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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di dalam melaksanakan 

program PTSL Tahap II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Sleman telah 

dapat mengimplementasikan program tersebut di dalam kegiatan 

pelaksanaanya. Tahap-tahap pelaksanaan PTSL yang dimulai dari tahap 

perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan 

panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data 

fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuk-

tian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, 

penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, 

penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian hingga tahap 

penyerahan hasil kegiatan yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap. Kemudian dari Empat Puluh (40) responden (masyarakat) yang 

menjadi peserta PTSL sudah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah sebagai 

hasil akhir dari kegiatan tersebut.. 
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2. Kegiatan PTSL tahap II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Sleman telah 

selesai dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun kerja, akan tetapi di 

dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat atau 

kendala sehingga tidak dapat berjalan 100% lancar seperti yang sudah 

ditargetkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelumnya. Adapun 

faktor penghambat atau kendala yang dihadapin selama proses kegiatan 

PTSL berlangsung meliputi dua hal, yaitu kendala secara teknis 

pelaksanaanya dan kendala secara hukum. Kendala secara teknis 

pelaksanaannya terdiri dari, yaitu: kurangnya sumber daya manusianya serta 

sarana dan prasarana pada saat kegiatan pelaksanaan PTSL berlangsung, 

pengumpulan data yuridis, pengukuran untuk memperoleh data fisik dan 

penerbitan serta penyerahan sertipikat Hak Atas Tanah. Kemudian untuk 

kendala secara hukum terdiri dari, yaitu: peristiwa hukum (kematian), 

perbuatan hukum (jual beli), dan bukti kepemilikan Letter C hilang.  

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis menyarankan: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diharapkan mampu untuk lebih 

memaksimalkan kegiatan pelaksanaan PTSL ditahap selanjutnya agar dapat 

memenuhi target yang sudah direncanakan sebelumnya.  

2. Perlunya evaluasi rutin yang dilakukan oleh seluruh panitia pelaksana pada 

saat kegiatan PTSL sedang berlangsung agar meminimalisir hambatan atau 

kendala yang akan terjadi.  

 



 

 

90 
 

Daftar Pustaka 

Buku: 

Adrian Sutedi, 2006, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi 

pertama, Cetakan ke-enam, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan 12. 

Djambatan, Jakarta.  
 

Eddy Ruchiyat, 1999, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, 

Kecana Penerbit Alumni, Bandung. 

 

Effendi Perangin-angin, 1991, Hukum Agraria Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta. 

 

Erna Sri Wibawanti, 2013, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, 

Yogyakarta. 

 

Kartini Muljadi dkk, 2005, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah 

Edisi 1, Cetakan ke-tiga, Kencana Prenada Media, Jakarta. 

 
Moh. Hatta, 2014, Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, 

Liberty, Yogyakarta. 

 

Mudjiono, 1992, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. 

 

Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, 

Jakarta. 

 

Soedjono Dirdjosisworo, 1984,  Pengantar Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. 

 

Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, 

Yogyakarta. 

 

Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta. 

 

Peraturan Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar 1945. 



 

 

91 
 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan 

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. 

 

Website: 

http://www.info-jogja.com/2018/02/proses-pengurusan-sertifikat-melalui.html, 

diakses pada tanggal 10 November 2018  pukul 12.12 wib. 

 

http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-

wilayah, diakses pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 13.34 wib. 

 

http://www.info-jogja.com/2018/02/proses-pengurusan-sertifikat-melalui.html
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


